






A. Penelitian Terdahulu 
1. Arief Setyo Budi (2011) 
Penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap 
Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Batu”, 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap 
pencairan tunggakan Wajib Pajak Badan di KPP Batu, serta untuk mengetahui 
variabel paling dominan yang mempengaruhi pencairan tunggakan Wajib Pajak 
Badan di KPP Batu. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Batu. 
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), 
serta data yang diperoleh dari KPP Batu, khususnya pada seksi penagihan yaitu 
data mengenai jumlah ketetapan pajak seperti Surat Teguran, Surat Paksa, dan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang telah diterbitkan dalam kisaran 
waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2009. Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dasar deduktif yaitu 
tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau 
pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu.  
Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti 





bebas yang diteliti, yaitu jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, dan jumlah SPMP 
yang diterbitkan oleh KPP Batu, hanya variabel jumlah Surat Teguran dan Surat 
Paksa yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan (Y) 
untuk WP Badan, sedangkan jumlah Surat SPMP berpengaruh tidak signifikan 
terhadap jumlah Pencairan Tunggakan WP Badan di KPP Batu. Kedua, faktor 
yang paling dominan dalam mempengaruhi jumlah Pencairan Tunggakan WP 
Badan adalah koefisien regresi yang terstandarisasi dengan nilai terbesar WP 
Badan ada pada variabel jumlah Surat Paksa. Jadi, semakin banyak jumlah Surat 
Paksa diterbitkan maka semakin besar tingkat Pencairan Tunggakan WP Badan di 
KPP batu yang berhasil dicairkan.   
2. Hasbi Rifqiansyah (2014) 
Penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak 
Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan 
tunggakan pajak, serta untuk mengetahui kontribusi penagihan pajak aktif 
terhadap penerimaan pajak total. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber 
dari penelitian ini adalah menggunakan data primer yang diperoleh dari seksi 
Penagihan Pajak untuk mengetahui proses Penagihan Pajak yang ada di lokasi 
penelitian, serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber 
yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu melalui jurusita pajak 





Berdasarkan hasil analisisnya, menunjukkan bahwa, penagihan pajak aktif 
dengan Surat Teguran di KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 dapat 
dikatakan tidak efektif, penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama 
Malang Utara dari tahun 2011-2013 dapat dikatakan kurang efektif, penagihan 
pajak aktif dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) di KPP Pratama 
Malang Utara dari tahun 2011-2013 dapat dikatakan sudah efektif, serta tingkat 
kontribusi penagihan pajak aktif baik melalui surat teguran surat paksa maupun 
SPMP kurang dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak 
di KPP Pratama Malang Utara.  
3. Mala Rizkika Velayati (2013) 
Penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi  Tindakan 
Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya 
Pencairan Tunggakan Pajak, melakukan studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Batu tahun 2010-2012. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat efektivitas tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat 
Teguran dan Surat Paksa sebagai pencairan tunggakan pajak, serta untuk 
mengetahui tingkat kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat 
Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif. Penelitian ini 
dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu dan difokuskan pada 
seksi penagihan sebagai sub unit pelaksana dan pengawas pencairan tunggakan 





tidak langsung melalui jurusita pajak seksi penagihan dan pegawai seksi 
pengolahan data dan informasi.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
diperoleh hasil diantaranya, pertama, penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran 
di KPP Pratama Batu dari tahun 2010-2012 tergolomg tidak efektif baik dilihat 
dari jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran. 
Kedua, penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di tahun 2010 dan 2012 
termasuk kategori yang tidak efektif dan pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya 
tergolong dalam kategori sangat efektif baik dalam hal nilai nominal maupun nilai 
yang tertera dalam Surat Paksa. Ketiga, kontribusi penagihan pajak aktif dengan 
Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Batu di tahun 2010-2012 
tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak.  
4. Gilang Destriyatna (2014) 
Penelitian dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, 
Surat Paksa dan Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, tujuannya untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa 
dan Penyitaan dalam upaya pelunasan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang 
Selatan, untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari 
penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam upaya 
pelunasan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan, serta untuk 





dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam upaya pelunasan 
tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang diambil dalam 
penelitian adalah data primer yang mengacu pada hasil wawancara dengan para 
pihak yang menangani penagihan pajak di KPP Pratama Malang Selatan, serta 
data sekunder yang diperoleh melalui laporan target dan realisasi penerimaan 
pajak, laporan perkembangan jumlah tunggakan pajak, laporan pelaksanaan 
penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam upaya 
pelunasan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan selama tahun 2012-
2013.  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil 
diantaranya, pertama, presentase efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran 
yang dicapai pada tahun 2012 adalah tidak efektif dan pada tahun 2013 sangat 
tidak efektif, lalu dengan surat paksa yang dicapai pada tahun 2012 cukup efektif 
dan pada tahun 2013 sangat tidak efektif, dan dengan surat penyitaan yang dicapai 
pada tahun 2012 dan 2013 sangat tidak efektif. Kedua, presentase kontribusi 
penerimaan pajak yang berasal dari surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan 
yang dicapai pada tahun 2012 dan 2013 adalah sangat kurang, serta penilaian 
optimalisasi pada tahun 2012 dan 2013 tidak optimal. 
5. Kumalasari (2004) 
Penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencairan 





Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap 
Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan, serta untuk mengetahui faktor yang 
paling dominan dalam mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, yang pertama, dari 
perhitungan statistik (analisis regresi linier berganda) ditunjukkan bahwa dari 3 
variabel bebas yang diteliti, yaitu jumlah Surat Teguran (X1), jumlah Surat Paksa 
(X2), dan jumlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X3), semuanya 
menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dan berhubungan positif dengan 
Pencairan Tunggakan WP Badan dan dalam analisis regresi menghasilkan 
koefisien determinasi sebesar 0,811. Hal ini berarti bahwa variabel jumlah Surat 
Teguran, Surat Paksa, dan SPMP mempengaruhi pencairan tunggakan WP Badan 
sebesar 81,1% sedangkan sisanya sebesar 18,9% dijelaskan oleh variabel lain, 
kedua, Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Pencairan Tunggakan 
WP Badan bisa dilihat dari koefisien regresi yang terstandarisasi yang terbesar. 
Pada penelitian ini nilai koefisien regresi yang distandarisasi paling besar pada 





Tabel 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu 
Judul/Penulis Tahun Jenis penelitian Lokasi Penelitian Kesimpulan 
Pengaruh Pelaksanaan 
Penagihan Pajak Terhadap 
Pencairan Tunggakan 
Wajib Pajak Badan di 
Kantor Pelayanan Pajak 
Batu yang dilakukan oleh 
Arief Setyo Budi 




Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh 
signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan 
sedangkan jumlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
tidak berpengaruh terhadap jumlah Pencairan Tunggakan 
WP Badan. Faktor yang paling dominan dalam 
mempengaruhi jumlah Pencairan Tunggakan WP Badan 
adalah Surat Paksa.  
Analisis Efektivitas dan 
Kontribusi Penagihan 
Pajak Aktif terhadap 
Pencairan Tunggakan 
Pajak yang dilakukan oleh 
Hasbi Rifqiansyah   





Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran tidak efektif, 
penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa kurang efektif 
tetapi penagihan pajak aktif dengan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan sudah efektif. Namun, penagihan 
pajak aktif dengan Surat Paksa, Surat Teguran dan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan kurang memberikan 
kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak.  
Analisis Efektivitas dan 
Kontribusi Tindakan 
Penagihan Pajak Aktif 
dengan Surat Teguran dan 
Surat Paksa Sebagai 
Upaya Pencairan 
2013 Jenis penelitian 
kualitatif 
Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Batu 
 
Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran tidak efektif. 
Sedangkan penagihan pajak dengan Surat Paksa di tahun 
2010 dan 2012 tidak efektif tetapi di tahun 2011 tingkat 
efektivitasnya sangat efektif. Namun, kontribusi penagihan 
pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 





Tunggakan Pajak yang 
dilakukan oleh Mala 
Rizkika Velayati  
Efektivitas Penagihan 
Pajak dengan Surat 
Teguran, Surat Paksa dan 
Penyitaan dalam 
Mengoptimalkan 
Penerimaan Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Malang Selatan 
yang dilakukan oleh 
Gilang Destriyatna 





Penagihan pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2012 
tidak efektif namun pada tahun 2013 sangat tidak efektif. 
Kemudian, penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 
2012 cukup efektif namun di tahun 2013 sangat tidak 
efektif. Serta, penagihan pajak dengan Surat Penyitaan 
pada tahun 2012 dan 2013 sangat tidak efektif. Kontribusi 
penerimaan pajak yang berasal dari Surat Teguran, Surat 
Paksa, Surat Penyitaan yang dicapai pada tahun 2012 dan 
2013 sangat kurang serta penilaian optimalisasi pada tahun 
2012 dan 2013 tidak optimal.  
Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Pencairan 
Tunggakan Wajib Pajak 
Badan oleh Kumalasari 




Jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan, semuanya menunjukkan adanya 
pengaruh yang nyata dan berhubungan positif dengan 
Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan. Faktor yang 
paling dominan dalam mempengaruhi Pencairan 
Tunggakan Wajib Pajak Badan adalah jumlah Surat Paksa.  





6. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan 
Dilakukan 
Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, objek penelitian 
adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Maksud dari penelitian ini 
adalah mengetahui pengaruh adanya penagihan pajak terhadap pencairan 
tunggakan Wajib Pajak Badan. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif Asosiatif 
dengan hubungan kausal, serta analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, 
uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastiditas, uji otokorelasi, uji 
multikolinieritas), analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis 





B. Tinjauan Teoritis 
1. Definisi Pajak 
Para ahli mendifinisikan pajak dalam sudut pandang yang berbeda pula, tetapi 
masih dalam batasan yang sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian atau 








a. Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Sutanto, 2014:2) 
“Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”.  
b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam Sutanto, 2014:2) 
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh 
pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam menguasai kesejahteraan umum”. 
c. Prof. PJA. Andriani (dalam Sutanto, 2014:2) 
“Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubunngan 
dengan tugas Negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan.  
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 
sebagai berikut (Sutanto, 2014:2): 
a) Iuran rakyat kepada kas negara 
Pengertian di atas mengandung arti bahwa yang berhak memungut pajak 
hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan barang. 
b) Berdasarkan undang-undang 
Pengertian di atas mengandung arti bahwa Pajak dipungut berdasarkan atau 





c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 
ditunjuk. 
Pengertian di atas mengandung arti bahwa dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi (jasa timbal balik secara langsung) individul 
oleh pemerintah. 
d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga  
Pengertian di atas mengandung arti bahwa penerimaan negara dari sektor pajak 
digunakan atau dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat 
bagi masyarakat luas.  
 
2. Sistem Pemungutan Pajak 
Indonesia dalam pemungutan pajaknya menggunakan self assesment system, 
dimana Wajib Pajak diberi hak dan tanggungjawab untuk menghitung, menyetor, 
serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Menurut Sutanto (2014:7), sistem 
pemungutan pajak itu sendiri dibagi menjadi 3 yaitu official assesment system, self 
assesment system, dan with holding system. 
1) Official assesment system 
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajb Pajak. 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama ada pada fiskus 





c) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2) Self assesment system 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak sendiri, 
b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang, 
c) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi. 
3) With holding system 
Suatu sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarya pajak yang terutang pada 
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
 
3. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan 





1, Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas 
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal (UU Nomor 16 
Tahun 2009, Pasal 32), badan oleh pengurus; badan yang dinyatakan pailit oleh 
kurator; badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk 
melakukan pemberesan; badan dalam likuidasi atau likuidator; suatu warisan yang 
belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang 
mengurus harta peninggalannya; atau anak yang belum dewasa atau orang yang 
berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.  
 
4. Utang Pajak  
a. Definisi Utang Pajak 
Menurut Soemarso (2007:10), definisi tentang pajak mencakup pihak-pihak 
yang terlibat, yaitu negara yang mempunyai hak memungut dan masyarakat 
(Wajib Pajak) yang mempunyai kewajiban membayar. Dalam praktiknya, negara 
diwakili oleh pihak fiskus. Pemungutan pajak mengakibatkan timbulnya utang 
atau piutang antara Wajib Pajak dan pihak fiskus, dengan catatan bahwa 
hubungan utang-piutang tersebut pihak fiskus tidak diharuskan untuk memberikan 
atau menyerahkan suatu prestasi. Pihak yang berutang pajak dapat terdiri atas 
seseorang tertentu. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa di samping orang 





ikut bertanggungjawab atas utang pajak yang bersangkutan. Berbeda dengan 
utang atau piutang yang terdapat dalam masyarakat, utang pajak tidak 
memberikan keleluasaan bagi kreditor (negara) untuk memilih debitornya secara 
bebas.  
b. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak 
Menurut Halim et all., (2014:7-8), terdapat dua ajaran yang mengatur 
timbulnya utang pajak, yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. Ajaran materiil, 
utang pajak timbul karena adanya undang-undang dan adanya sesuatu yang 
menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan yang dapat menimbulkan 
utang pajak. Dengan kata lain, ajaran materiil timbul apabila persyaratan subjektif 
dan objektif dari kewajiban pajak telah terpenuhi maka otomatis pada saat itu juga 
timbul utang pajak. Ajaran formil, utang pajak timbul karena adanya surat 
ketetapan pajak oleh fiskus, ajaran ini tidak melihat tentang adanya sesuatu yang 
menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan sebagai dasar yang 
menimbulkan utang pajak, tetapi tergantung pada adanya surat ketetapan pajak. 
Sedangkan, berakhirnya utang pajak dapat disebabkan dalam beberapa hal, 
diantaranya pembayaran atau pelunasan, kompensasi, penghapusan utang, 
kadaluwarsa, dan/atau pembebasan.  
c. Kedudukan Utang Pajak 
Soemarso (2007:13) menjelaskan bahwa, dari sekian macam utang yang 
dimiliki seseorang atau badan, utang pajak mempunyai kedudukan yang kuat. 





terhadap harta tetap dan harta gerak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, dibandingkan 
dengan kreditor-kreditor lain. Pada saat suatu perusahaan dilikuidasi, hasil 
penjualan harta yang dimiliki, pertama-tama harus digunakan untuk melunasi 
utang pajak, baru kalau masih ada sisanya dapat digunakan untuk melunasi utang-
utang lainnya sesuai dengan kedudukan utang-utang tersebut.  
 
5. Penagihan Pajak 
a. Definisi Penagihan Pajak 
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (UU Nomor 19 
Tahun 2000, Pasal 1). Apabila kewajiban pajak tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, 
maka undang-undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa. Tindakan 
memaksa tersebut tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan, 
dengan tujuan untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat 
dipenuhi. Pada dasarnya, penagihan berkaitan dengan tindakan memaksa untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan yang utama, yaitu membayar pajak (Soemarso, 
2007:13). Apabila utang pajak telah dipenuhi oleh Wajib Pajak dengan 
semestinya maka tindakan penagihan oleh kantor pajak tidak akan dilakukan, dan 
sebaliknya, penagihan oleh kantor pajak akan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak 





b. Jenis Penagihan Pajak 
Menurut Soemarso (2007:14), penagihan pajak dapat dilakukan secara pasif 
maupun aktif. Penagihan pasif belum bersifat meminta pembayaran, contohnya 
adalah surat peringatan dan surat teguran. Sedangkan penagihan aktif bersifat 
memaksa untuk melunasi pajak yang telah dibayar. Termasuk dalam penagihan 
ini adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat paksa. Tindakan 
penagihan melalui surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung, yaitu 
eksekusi tanpa keputusan hakim. Apabila setelah dikeluarkan surat paksa, utang 
pajak masih belum dilunasi, maka dilakukan tindakan penyitaan dan bahkan 
penyanderaan.  
 
c. Dasar Penagihan Pajak 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 18, dasar 
penagihan pajak yaitu diantaranya, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar bertambah. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan 
pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ( UU KUP Pasal 
1 Ayat 20). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 





Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (UU KUP Pasal 1 Ayat 17). 
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam 
surat ketatapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan  Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian 
Imbalan Bunga (UU KUP Pasal 1 Ayat 33). Surat Keputusan Keberatan adalah 
surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak 
(UU KUP Pasal 1 Ayat 34). Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak (UU KUP Pasal 1 Ayat 35). Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan 
Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 
Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau 
Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak (UU KUP Pasal 1 Ayat 37).  
 
d. Pejabat dan Jurusita Pajak 
Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan 





Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, 
Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat 
Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak 
sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang 
pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah (Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 5). Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk 
penagihan pajak pusat. Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk 
penagihan pajak daerah (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 2 Ayat 
1&2).  
Jurusita Pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 19 tahun 2000 Pasal 
1 ayat 6, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan 
seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan dan 
penyanderaan. Tugas Jurusita Pajak diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2000 pasal 
3 ayat 1, yaitu diantaranya melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan 
sekaligus; memberitahukan surat paksa; melaksanakan penyitaan atas barang 
Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan 
melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat penrintah penyanderaan. Dalam 
melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa 
semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk 
menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat 
tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat 





Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan 
Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-
undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertahanan Nasional, Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain (UU Nomor 
19 Tahun 2000, Pasal 3 Ayat 4). Menurut Irianto (2013:185), tindakan penagihan 
aktif ini merupakan upaya paksa kepada Penunggak Pajak, dimana Jurusita Pajak 
bertindak mewakili negara untuk merealisasikan hak negara berupa pajak. Jurusita 
Pajak menjadi pasukan terdepan bagi DJP untuk menyita aset-aset para 
Penunggak Pajak. Dalam pelaksanaannya memang tidak mudah, bahkan 
kadangkala malah mendapat pelawanan dari Wajib Pajak. Banyak pengalaman 
yang diceritakan para Jurusita Pajak, ketika mereka menagih ke Wajib Pajak dari 
mulai ancaman dengan kata-kata sampai intimidasi secara fisik. 
 
e. Alat Kebijakan untuk Menagih Tunggakan Pajak  
1) Surat Teguran (ST) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 10, 
menjelaskan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau 
memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 
Kemudian pada Pasal 8 Ayat 2 dijelaskan bahwa Surat Teguran diterbitkan 
apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan 
tanggal jatuh tempo pembayaran. Penyampaian Surat Teguran merupakan 





Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan 
penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo yaitu 1 
bulan sejak tanggal diterbitkannya.  
2) Surat Paksa (SP) 
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan 
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa diterbitkan apabila, 
penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan 
Surat Teguran Peringatan atau surat lain  yang sejenis; terhadap Penanggung 
Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau Penanggung 
Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan 
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat Paksa 
terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada pengurus, kepala 
perwakilan, kepala cabang, penangggung jawab, pemilik modal, baik di 
tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka 
maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau pegawai tetap di tempat 
kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak 
tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana yang telah disebutkan 
sebelumnya. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan 
penundaan pelaksanaan Surat Paksa. Penjelasan tercantum di dalam Undang-





3) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 
Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang 
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 
menurut peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000, Pasal 1 Ayat 14). Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung 
Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh 
Jurusita Pajak, maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, 
dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Atas barang yang disita 
dapat ditempel atau diberi segel sita (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, 
Pasal 12).  
Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang 
berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain 
termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang 
dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa: barang 
bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, 
tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan 
penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau barang tidak bergerak  
termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Penyitaan 
terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik 





pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat 
tinggal mereka maupun tempat lain. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan 
nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak (Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000, Ayat 14).  
 
f. Tindakan Penagihan Pajak 
1) Tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus 
Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu 
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari 
semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak (Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 11). Jurusita Pajak melaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus tanpa  menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran 
berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang 
diterbitkan oleh Pejabat apabila: penanggung pajak akan meninggalkan 
Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; Penanggung Pajak 
memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka 
menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerja yang 
dilakukannya di Indonesia; terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak 
akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau 
memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki 





akan dibubarkan oleh Negara; atau terjadi penyitaan atas barang Penanggung 
Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Surat Perintah 
Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat 
Paksa (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 6).  
2) Penyitaan dan Penyanderaan (Gijzeling) 
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2000, pasal 1, dijelaskan mengenai 
pengertian dari penyitaan dan penyanderaan. Penyiataan adalah tindakan 
Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan 
jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-
undangan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 
Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyitaan 
maupun penyanderaan dilaksanakan apabila Penanggung Pajak tidak 
melunasi utang pajak setelah diberitahukannya Surat Teguran, Surat 
Ketetapan Pajak , serta Surat Paksa. 
 
6. Pencairan Tunggakan Pajak 
Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi 
berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang 
terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak 





Pajak merupakan Tunggakan Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak, surat 
ketetapan pajak, surat keputusan, atau putusan, yang diterbitkan sebelum Wajib 
Pajak menyampaikan Surat Pernyataan. Tunggakan pajak untuk Wajib Pajak 
Badan juga termasuk tunggakan pajak seluruh cabangnya. Terhadap Tunggakan 
Pajak yang harus dilunasi berlaku ketentuan sebagai berikut (ortax.org, 2016): 
a. Tunggakan Pajak termasuk biaya penagihan pajak yang timbul sehubungan 
dengan adanya tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak 
b. Dalam hal Tunggakan Pajak telah dibayar sebagian, penghitungan besarnya 
Tunggakan Pajak dihitung secara proposional antara besarnya pokok pajak 
dengan sanksi administrasi berdasarkan data yang terdapat dalam sistem 
administrasi Direktorat Jenderal Pajak 
c. Dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal 
Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memuat secara rinci 
penghitungan besarnya sanksi administrasi, besarnya sanksi administrasi 
dihitung sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah yang masih 
harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak.  
Mengingat sangat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber 
pendapatan negara, maka sudah sepantasnya DJP melakukan upaya-upaya untuk 
meningkatkan penerimaan pencairan tunggakan pajak terutama di bidang PPh 
(Pajak Penghasilan) (Hidayat & Cheisviyanny, 2013:5-6), antara lain: 
a. Memperluas pemungutan dan pemotongan pajak (with holding) baik yang 





b. Meningkatkan upaya eksentifikasi WP dan intensifikasi pemungutan pajak 
c. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pajak 
d. Memperbaiki mutu pelayanan pajak kepada Wajib Pajak 
e. Meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap Wajib 
Pajak 
f. Melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif atas tunggakan 
pajak berdasarkan Undang-Undang.  
 
7. Pajak Penghasilan (PPh) Badan 
a. Definisi Pajak Penghasilan Badan  
Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 1, pajak penghasilan adalah 
pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Supramono & Damayanti (2010:38), 
pengertian “badan” mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD 
dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik 
atau organisasi sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan badan lainnya. Jadi, 
Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 






b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PPh Badan 
Badan sebagai subjek pajak merupakan perkumpulan yang menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan/atau 
memberikan jasa kepada anggota. Perkumpulan mencakup pula asosiasi, 
persatuan, perhimpunan atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai 
kepentingan yang sama (Supramono & Damayanti, 2010:38). Wajib pajak adalah 
orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU Nomor 16 Tahun 2009 
Pasal 1 Ayat 2). Berdasarkan SE–60/PJ/2016, Wajib Pajak Badan dikelompokkan 
menjadi 5 (lima) kategori, yaitu: 
1) Badan, definisi badan yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya 
oleh peneliti;   
2) Joint Operation, yaitu bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama 
operasi; 
3) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yaitu Wajib Pajak perwakilan dagang 
asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (representative office/liaison 
office) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT); 
4) Bendahara, yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa, atau kegiatan, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan 





pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-udangan di bidang 
perpajakan; dan 
5) Penyelenggara Kegiatan, yaitu pihak selain Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada poin 1), 2), dan 3) yang melakukan pembayaran imbalan 
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan 
kegiatan dan kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.  
 
c. Tarif Pajak Penghasilan Badan 
Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 dijelaskan bahwa pada 
dasarnya tarif PPh Badan menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28%. Tarif ini 
berlaku pada tahun 2009, kemudian diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. 
Tarif PPh Badan sebesar 25% tersebut efektif berlaku untuk tahun 2010 dan 
seterusnya. Tarif ini diterapkan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri dan 





















C. Model Konsep dan Model Hipotesis 











Gambar 1 Model Konsep 























2. Model Hipotesis 
 
   
   
 




Gambar 2 Model Hipotesis 




Pengaruh secara parsial 
Pengaruh secara simultan  
 
Berdasarkan pada skema di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: 
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Teguran terhadap pencairan 
tunggakan WP Badan. 
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Paksa terhadap pencairan 
tunggakan WP Badan. 
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan terhadap pencairan tunggakan WP Badan. 
Surat Teguran 
 













Terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan secara bersama-sama terhadap pencairan 
tunggakan WP Badan. 
